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Lampiran 1. Redaksi Wawancara 

Nama   : 

NIP   : 

Jabatan  : 

Instansi  : 

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan  

Pendidikan Terakhir : 

Daftar pertanyaan-pertanyaan dalam proses pengambilan data melalui 

teknik  wawancara: 

1. Apa saja aset yang ada pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi 

Sulawesi Barat? 

2. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengelolaan dan 

Pelaporan Aset pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat? 

3. Bagaimana proses pelaksanaan Pengelolaan Aset pada Kantor Sekretariat 

DPRD Provinsi Sulawesi Barat? 

4. Bagaimana proses pelaksanaan Pelaporan Aset pada Kantor Sekretariat 

DPRD Provinsi Sulawesi Barat? 

5. Apakah yang menjadi hambatan dalam implementasi Pengelolaan Aset 

Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat? 

6. Apakah yang menjadi hambatan dalam implementasi Pelaporan Aset 

Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat? 

7. Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam implementasi 

Pengelolaan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat? 
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8. Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam implementasi 

Pelaporan Aset Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat? 

Lampiran 2. Hasil Wawancara Informan 1 

Nama: Muhammad Adit ST 

NIK: 197911082010011008 

Jabatan: Kasulbat Umum Sekretariat DPRD 

Instansi: Sekretariat DPRD Sulawesi Barat 

Jenis kelamin: Laki-laki 

Pendidikan Terakhir: S1 Teknik Arsitektur 

 

Daftar Pertanyaan2 dalam proses pengambilan data melalui wawancara: 

1. Apa saja aset yang ada pada kantor Skretariat DPRD Provinsi Sulawesi 

Barat? 

-> Terkait aset apa yang ada dikantor Sulawasi Barat, tercatat dalam aplikasi 

SIMDA. Adapun aset yang berada pada kantor Sekretariat DPRD Sulawesi Barat 

adalah: 

-Pertama:  

KIB A (Kartu Inventaris Barang) yang berupa aset peralatan dan mesin 

-Kedua: 

KIB C (Aset gedung dan bangunan) 

-Ketiga 

KIB D (Aset jalan irigasi dan jembatan) 

Pada KIB D hanya ada aset jalan, irigasi dan jembatan tidak ada. 
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-Keempat: KIB E (Aset tetap lainnya) 

-Kelima: KIB L (Aset lainnya) 

2.Siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan dan 

pelaporan aset kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat? 

-> Yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan aset 

kantor Sekretariat DPRD adalah pengurus barang. Pengurus barang yang di SK 

kan oleh Gubernur, pengurus barang merupakan hasil surat keputusan dari 

Gubernur Sulawesi Barat dibawah arahan dan perintah dari Sekretaris DPRD. 

3.Bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan aset kantor Sekretariat DPRD 

Provinsi Sulawesi Barat? 

->Pelaksanaan proses pengelolaan aset kantor Sekretarian DPRD Provinsi 

Sulawesi Barat yaitu: 

•Pertama pejabat atau pengurus barang membuat kartu inventaris ruangan (KIR)  

•Kedua membuat surat keputusan pengguna barang milik daerah 

•Ketiga membuat berita acara pinjam pakai barang milik daerah yang ada di 

lingkup sekretariat DPRD  

•Keempat membuat rekapitulasi pajak kendaraan 

•Kelima membuat atau menyusun, merencanakan kebutuhan barang milik daerah 

yang disebut dengan reka BMD. 

4.Bagaimana proses pelaksanaan pelaporan aset pada kantor Sekretariat 

DPRD Provinsi Sulawesi Barat? 

->Yaitu dengan melakukan penginputan barang yang sudah diadakan atau dibayar 

kedalam aplikasi SIMDA BMD, membuat laporan bulanan, triwulan, semester 
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dan tahunan pencairan barang milik daerah. Selanjutnya, membuat laporan awal, 

akhir dan tahun berjalan. 

5.Apakah yang menjadi hambatan dalam proses implementasi pengelolaan 

aset Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat? 

->Jadi hambatan yang dialami oleh pengurus barang milik daerah yaitu: 

•Pertama ketika pejabat atau pengurus melakukan pendataan ulang, ada barang 

yang berpindah tanpa sepengetahuan pengelola barang  atau pengurus barang. 

•Kedua adanya perubahan rencana kebutuhan barang milik daerah yang terkadang 

sudah direncanakan tahun sebelumnya namun pada saat tahun berkenaan, proses 

perencanaan tahun berjalan ada perubahan. 

6.Apakah yang menjadi hambatan dalam implementasi pelaporan aset pada 

kantor Sekretariat DPRD Provinsi  Sulawesi Barat? 

->Hambatannya yaitu dalam proses penginputan kedalam aplikasi SIMDA. 

Terkadang aplikasi yang digunakan mengalami masalah dan semestinya harus di 

upgrade atau hanya persoalan teknis. 

7.Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam 

implementasi pengelolaan pada kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi 

Barat? 

->Yaitu dengan cara menyampaikan kepada seluruh pengguna barang agar 

melaporkan kepada pengurus barang ketika barang tersebut perpindah tangan atau 

orang yang terkait berpindah tugas. 

8.Bagaimana mengatasi hambatan2 tersebut dalam implementasi pelaporan 

aset pada kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat? 


